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ABSTRAK 

Nama :  Rezilia Dwi Putri 

Program Studi  :  Pengembangan Masyarakat Islam 

Judul        :  Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam 

Memberdayakan Masyarakat Pada Masa Pandemi 

Covid-19 Di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan 

Kerinci Kabupaten Pelalawan 

 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar kegiatan ekonomi di 

desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan 

masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Dengan 

adanya BUMDes tersebut diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian 

masyarakat desa dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 

Makmur. Riset ini berfokus pada bagaimana peran BUMDes dalam 

memberdayakan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Desa Makmur 

Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Riset ini menggunakan 

desain metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan 

adalah reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan, untuk mengukur 

tingkat kekuatan atau keabsahan data dilakukan ketekunan pengamatan dan 

triangulasi sumber. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah enam orang. 

Temuan dalam riset ini menunjukkan bahwa: Pertama, BUMDes sudah 

menjalankan perannya dengan baik, seperti menyediakan fasilitas unit simpan 

pinjam, kredit syariah dan usaha mikro. Kedua, BUMDes mengadakan pelatihan 

dan bermusyawarah. Ketiga, BUMDes menjadi fasilitator bagi masyarakat dengan 

menyampaikan usulan dari masyarakat saat musyawarah bersama pemerintah 

Desa dan DPD. Hanya saja beberapa program BUMDes harus terhenti sementara 

sejak adanya dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan anggaran dana 

BUMDes terhambat. 

 

 

Kata Kunci : BUMDes, Pemberdayaan Masyarakat, Covid-19 
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ABSTRACT 

 

Name             :  Rezilia Dwi Putri 

Development  :  Islamic Community Development  

Title           :  The Role of Village-Owned Enterprises (Bumdes) in 

Empowering Communities During the Covid-19 Pandemic 

in Makmur Village, Pangkalan Kerinci District, Pelalawan 

Regency 

 

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are pillars of economic activity in 

villages that function as social institutions that favor the interests of the 

community through their contribution to the provision of social services. With the 

existence of BUMDes, it is hoped that it can become a driving force for the 

village community's economy and can improve the welfare of the Makmur Village 

community. This research focuses on the role of BUMDes in empowering the 

community during the Covid-19 pandemic in Makmur Village, Pangkalan Kerinci 

District, Pelalawan Regency. This research uses descriptive qualitative research 

method design with data collection techniques of observation, interviews and 

documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data modeling, 

and concluding. To measure the level of strength or validity of the data, 

observation and triangulation of sources are carried out to measure the level of 

strength or validity of the data. The number of informants in this study amounted 

to six people. The findings in this research show that: First, BUMDes has 

performed its role well, such as providing savings and loan unit facilities, sharia 

credit and micro-enterprises. Second, BUMDes held training and deliberation. 

Third, BUMDes becomes a facilitator for the community by submitting 

suggestions from the community during deliberation with the village government 

and DPD. It's just that some BUMDes programs have had to be temporarily 

suspended since the impact of the Covid-19 pandemic caused the BUMDes 

budget to be hampered. 

 

Key Word : BUMDes, Community Empowerment, Covid-19 
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BAB I 

PENDAHUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesejahteraan penduduk sangat diperlukan untuk menciptakan 

peningkatan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. 

Namun kesejahteraan penduduk di Indonesia masih tergolong rendah dan 

keadaan ekonomi masih dalam tahap pertumuhan yang menjadikan 

kesejahteraan penduduk Indonesia sangat perlu untuk ditingkatkan dengan 

cara memberdayaakan daerah. Pemberdayaan daerah memang memerlukan 

waktu jauh lebih panjang dari pada pembenahan perpajakan dan BUMN 

(Badan Usaha Milk Negara) dalam kaitannya sebagai kekuatan potensial guna 

mengatasi berbagai masalah baru maupun struktural yang melilit 

perekonomian Indonesia.
1
 

Salah satu bentuk pembangunan ekonomi yaitu dengan adanya Badan 

Usaha Milik Desa atau yang biasa di sebut dengan BUMDes yang 

mengandung makna kerjasama. Dalam rangka ikut berperan serta dalam 

memajukan program Pemberdayaan Masyarakat dipandang perlu untuk 

membentuk suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya di 

Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau guna 

memenuhi tuntutan pembangunan Nasional.  

Untuk mewujudkan pembangunan nasional untuk menuju masyarakat 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan tanggung jawab seluruh Bangsa 

Indonesia sebagaimana tertera dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), 

antara lain dilaksanakan dengan mengembangkan peranan lembaga 

pemberdayaan perekonomian di Indonesia maka untuk pencapaian tujuan 

tersebut maka perlu mendapat dukungan dari semua pihak.
2
 

                                                     
1
 Faisal Basri dan Haris Munandar, Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan 

Terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek perekonomian Indonesia 

(Jakarta: Kencana, 2009), h. 451. 
2
 Peraturan Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Nomor 

04/KPTS/TB-V/2015 Tahun 2015 
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Pada prinsipnya, masyarakat mengkaji tantang utama pembangunan 

mereka yang lalu, lalu mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk 

mengatasi masalah ini. Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah 

memandirikan masyarakat, dan membangun kemampuan untuk memajukan 

diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan sehingga 

tercapai kesejahteraan hidup masyarakat. 

Pada masa pandemi COVID-19 ini dapat diidentifikasikan pada 

kenyataan banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dari dampak 

beberapa hal yang terjadi dimasyarakat seperti banyaknya karyawan yang 

mengalami pemutusan kerja, menurunnya daya beli masyarakat sehingga 

banyak usaha yang gulung tikar dan meningkatnya beberapa kebutuhan 

pokok. 

Fenomene tersebut tentunya belum mencerminkan dalam Peraturan 

Gubernur Riau bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi 

Riau sejak tahun 2005, Pemerintah Provinsi Riau telah melaksanakan Program 

Pemberdayaan Desa (PPD) yang menitik beratkan pada aspek pemberdayaan 

masyarakat sebagai pendekatan operasional dan wujud nyata dalam 

merealisasikan kesejahteraan masyarakat, dalam pelaksanaan mengacu kepada 

Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa yang 

ditetapkan Peraturan Gubernur Riau.
3
  Sebagaimana ditetapkan dalam 

keputusan Gubernur Riau No.Kpts. 21 Tahun 2011 tanggal 21 April 2011 

tentang pedoman umum dan petunjuk teknis program pemberdayaan desa 

Provinsi Riau.
4
 UU No. 32 tahun 2004 pada pasal 213 ayat 1, menjelaskan 

bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi desa.  

BUMDes adalah suatu Lembaga / Badan Perekonomian desa yang 

dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis, 

mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar 

merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Peraturan 

                                                     
3
  Ali Aziz, Dkk. Dakwah Pemberdayaan Masyarakat. 2005, hlm 136 

4
 Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa (PPD), Pemerintah Provinsi Riau 

Badan Pengembangan Masyarakat dan Pembangunan Desa, 2011. hlm 1. 
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Desa. 

Sehingga titik penelitian diletakkan pada peran BUMDes yang 

merupakan salah satu penggerak aktivitas pemberdayaan masyarakat, yaitu 

suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan tercapainya masyarakat 

yang berdaya dan berkualitas (Kualitas adalah keadaan baik atau buruknya 

suatu benda)
5
  BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang 

berfungsi sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan 

masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. 

BUMDes Makmur Mandiri berdiri pada tahun 2016 hingga sekarang. 

Keberadaan BUMDes yang sudah ditetapkan, diharapkan menjadi penggerak 

perekonomian masyarakat desa dan dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa, termasuk salah satunya desa Makmur yang telah membentuk 

dan mengelola BUMDes.   

Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau 

dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat maka perlu dibentuk 

suatu badan usaha dalam hal ini yaitu BUMDes Makmur Mandiri. Dalam 

programnya BUMDes Makmur Mandiri berusaha untuk mendampingi 

masyarakat  dalam rangka peningkatan ekonomi. 

Tabel I.1 

Data BUMDes  

No  Jabatan  Jumlah  

1  Direktur  1 

2 Wakil  1 

3 Bendahara  1 

4 Pengurus  10 

  13 

Sumber : BUMDes Makmur 2021 

Dari tabel diatas dapat dilihat beberapa jabatan yang ada di BUMDes 

Makmur. 

 

                                                     
5
 Ibid, hlm 2 

Jumlah 
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Tabel I.2 

Data Unit Usaha BUMDes 

No Unit Usaha Modal 

1 Pembiayaan syariah 532.270.000 

2 Simpan pinjam 312.000.000 

3 Pembayaran online 4.920.000 

Sumber : BUMDes Makmur 2021 

Menurut pengamatan awal penulis dan melakukan wawancara awal 

dengan salah satu pengurus BUMDes dengan Bapak Indra Sumantri 

mengatakan bahwa diantara kegiatan program BUMDes yakni menyalurkan 

dana simpan pinjam dan kredit syariah dimana masyarakat juga menggunakan 

hal tersebut kepada kegiatan yang bersifat produktif yakni seperti kerajinan 

sapu lidi. Beberapa program yang lain  pada masa pandemi COVID-19 yaitu 

kita membantu desa dalam pembuatan masker sebanyak 6.000 masker yang 

akan dibagiakan ke masyarakat lewat unit usaha konveksi yang bekerjasama 

dengan ibu – ibu  PKK dalam pembuatan masker, dan untuk kegiatan kredit 

syariah memberikan keringanan atau perpanjangan bulan untuk cicilan 

selama masa pandemi. Beberapa program yang lain masih dalam tahap 

perencanaan. 

Kegiatan kredit syariah memberikan keringanan atau perpanjangan 

bulan untuk cicilan selama pandemi. Beberapa program yang lain masih dalam 

tahap perencanaan, tetapi terdapat kendala dalam peran BUMDes yaitu :  

1. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang BUMDes secara 

khusus yang mereka tahu hanya secara umum yaitu memberikan pinjaman 

permodalan usaha dan kegiatan kredit syariah. 

2. Sedikitnya pemasaran produk yang dihasilkan dari kegiatan BUMDes. 

3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam keikiutsertaan pada kegiatan 

BUMDes. 

Berdasarkan latar belakang yang terjadi dilapangan maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDES) Dalam Memberdayakan Masyarakat Pada Masa 
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Pandemi Covid-19 di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci 

Kabupaten Pelalawan” 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul 

penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah yang digunakan supaya 

tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. 

1. Peran  

Peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh 

orang yang berkedudukan di masyarakat.
6
 Jadi yang dimaksud dengan 

peran dalam skripsi ini adalah bahwa kepala desa mempunyai peran dan 

tugas untuk meningkatkan ekonomi keluarga di desa yang dipimpin lebih 

membantu, lebih berkembang dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan 

secara bersama-sama. 

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga desa yang 

diperoleh oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat 

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa 

yang ada disekitarnya.
7
 BUMDes di desa transmigrasi yang berbentuk 

badan usaha milik desa berupa dalam bentuk simpan pinjam. 

3. Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana 

masyarakat berinisiatif untuk melalui kegiatan sosial untuk memperbaiki 

situai dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa 

terjadi apabila masyarakat ikut berpartisipasi. Pemberdayaan masyarakat 

pada hakikatnya kemampuan berfikir untuk mampu mengarahkan dirinya 

sendiri dan bertanggung jawab atas tindakannya. 

 

                                                     
6
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: 

2001) hlm. 69 
7
 Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika System Pembangunan 

(PKDSP),2007,Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolahan Badan Usaha Milik Desa 

(Bumdes),Jakarta:Fakulatas Ekonomi Universitas Brawijaya, Hlm 3 
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4. COVID-19  

Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit 

koronavirus 2019 (Bahasa Inggris: Coronavirus disease 2019, disingkat 

COVID-19) di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan 

oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah 

COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada 

tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020.  

Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang 

terutama melalui percikan pernapasan (droplet) yang dihasilkan selama 

batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan 

normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan 

benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. 

Penyakit COVID-19 paling menular saat orang yang menderitanya 

memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala 

muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya 

sekitar lima hari, tetapi dapat berkisar dari dua hingga empat belas hari. Gejala 

umum di antaranya demam, batuk, dan sesak napas. Komplikasi dapat berupa 

pneumonia dan penyakit pernapasan akut berat.  

Upaya untuk mencegah penyebaran virus corona termasuk pembatasan 

perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan 

acara, serta penutupan fasilitas, berbagai penutupan perbatasan negara atau 

pembatasan penumpang yang masuk di bandara dan stasiun kereta, serta 

perjalanan daerah dengan transmisi lokal. Sekolah dan universitas telah 

ditutup baik secara nasional atau lokal. 

Pandemi ini telah menyebabkan gangguan sosioekonomi global, 

penundaan atau pembatalan acara olahraga dan budaya dan kekhawatiran luas 

tentang kekurangan persediaan barang yang mendorong pembelian panik 

secara masal. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini bagaimana peran BUMDes 

dalam memberdayakan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 di 

Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.   

 

D. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin 

dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran 

BUMDes dalam memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 di Kecamatan 

Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapaun kegunaan yang ingin dicapai dan diharapkan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Secara teoritis, agar dapat memperkaya konsep teori yang menyongkong 

perkembangan ilmu pengetahuan penulis, khususnya yang terkait peran 

badan usaha milik desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.Dengan 

penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu bagi aktivitas akademik 

pendidikan khususnya tentang BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). 

Sebagai tambahan informasi dan bahan pembandingan bagi penelitian lain 

yang juga meneliti tentang BUMDes. Selain itu, sebagai tambahan 

informasi dan bahan perbandingan bagi penelliti lain yang meneliti 

tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui BUMDes. 

2. Secara praktis, sebagai bahan masukan yang bersifat bagi organisasi 

sebagai masukan dan sebagaimana bagi penduduk, dan sebagaimana 

bahan referensi bagi masyaraka luas. 

3. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana S1 pada fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) 
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Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau. 

4. Dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan untuk penelitian yang relevan 

selanjutnya. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari enam bab, masing-masing bab terdiri dari 

beberapa sub-sub yang merupakan suatu kesatuan yang utuh, dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

  Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA TEORI 

  Bab ini berisikan kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka 

teori, pengertian bumdes dan serta isi bumdes. 

BAB lll : METODOLOGI PENELITIAN 

  Metode penelitian, bab ini berisi pembahasaan yang 

mencangkup jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan 

objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan 

teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

  Tinjauan lokasi penelitian, bab ini berisi tinjauan lokasi 

penelitian, yang mencakup: sejarah, geografis dan demografis. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi pembahasan tentang peran BUMDes dalam 

memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat pada masa pandemi COVID-19. 

BAB VI : PENUTUP 

  Bab ini merupakan penutup dari kesuluruhan pembahasan dari 

bab-bab sebelumnya, yang berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Kajian Terdahulu 

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa judul skripsi mahasiswa atau 

mahasiswi sebelumnya, yang dalam penulisan ini dijadikan kajian terdahulu, 

yaitu sebagai berikut : 

 Mujiyono (2017) dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sanggrahan Kecamatan 

Kranggan Kabupaten Temanggung.” Tujuan dari penelitian ini adalah 

“Mendeskripsikan dan Menganalisis Peran Badan Usaha Milik Desa 

BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sanggrahan Kecamatan 

Kranggan Kabupaten Temanggung”. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kulitatif. Berdasarkan hasil penelitian Hasil penelitian ini ditemukan 

bahwa Hambatan yang dialami desa sanggrahan adalah BUMDes sanggrahan 

belum sepenuhnya mampu melayani kebutuhan masyarakat secara 

keseluruhan karena tidak ada kerjasama pihak ketiga sehingga pengembangan 

. BUMDes terhambat dengan ketersediaan modal, serta minimnya partisipasi 

masyarakat dalam penanaman modal di program BUMDes.
8
 

Rufaidah Aslamiyah (2017) yang berjudul “peran badan usaha milik 

desa (BUMDes) untuk mensejahterakan masyrakat desa panggung Harjo 

melalui kelompok usaha pengelolaan sampah (KUPAS) panggung lestari, 

sewon, bantul, Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukakn permasalahan 

sosial dapat di kelola dengan baik yaitu, pengelolaan sampah yang dilakukan 

oleh KUPAS berupa pengelolaan dari hulu hinga kehilir, yakni meliputi 

penjemputan, pengumpulan dan pemilahan sampah. Terpenuhinya kebutuhan 

manusia, lingkungan menjadi semakin bersih, kemudia dari hasil pengelolaan 

sampah sebanyak 5% dari hasil pendapatan bersih akan di alokasikan pada 

kesejahteraan masyrakat desa pangung Harjo dalam bidang kesehatan, namun 

disisi lain kesehatan karyawan KUPAS menjadi terancam. Dengan 

                                                     
8
 Mubyarto, Ekonomi Rakyat dan Program IDT, (Yogyakarta : Aditya Media, 1996), hlm. 

4. 
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menggunakan metode kualitiatif.
9
 

Agung Septian Wijanarko (2012) yang berjudul Peran Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDES) dalam memberdayakan masyarakat di Desa 

Pandankrajan Kecamatan Kemilangi Kabupaten Mojokerton. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa pengurus dan anggota BUMDES telah berperan baik, 

baik itu dalam segi permodalan maupun dalam membantu meningkatkan 

perekonomian masyarakat.
10

 

Berdasarkan hasil kajian dari peneliti terdahulu yang membedakan 

penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terdapat ada beberapa aspek 

yaitu, Rumusan masalah yang dibahas tidak ada pada peneliti terdahulu, 

Lokasi penelitian berbeda dengan kajian terdahulu, Kerangka pikir penulis 

beda dengan dengan kajian terdahulu. 

 

B. Landasan Teori  

1. Peran  

a. Pengertian Peran 

Menurut Gros, Mason dan Mceachern mendefinisikan peranan 

sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu 

yang menempati kedudukan sosial tertentu.
11

 

Menurut Soerjono Soekamto peranan adalah pertama, 

merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan 

hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam hal ini ia 

menjalankan peranan. Kedua, peranan adalah karena ia mengatur 

perilaku seseorang dan peranan itu menyebabkan seseorang pada batas 

tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Ketiga, 

peranan adalah diatur norma-norma yang berlaku misalnya norma 

                                                     
9
 Rufaidah aslamiyah, “peran badan usaha milik desa (BUMDes) untuk mensejahterakan 

masyrakat desa panggung Harjo melalui kelompok usaha pengelolaan sampah (KUPAS) panggung 

lestari, sewon, bantul” (skripsi, Yogyakarta, prodi ilmu kesejahteraan sosial, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2017). 101 
10

 Agung Septian Wijanarko yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

dalam memberdayakan masyarakat di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemilangi Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2011, Semarang: 2012.  
11

 David Berry, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1995), h. 99 
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kesopanan menghendaki agar seseorang laki- laki bila berjalan 

bersama wanita harus disebelah luar. 

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa 

peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak 

orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status 

dan kedudukan tertentu. Dalam hal ini berkaitan tentang bagaimana 

peran BUMDes dalam pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. 

b. Jenis-jenis peran   

Menurut soerjono soekamto jenis-jenis peran sebagai berikut:
12

  

1) Peran Aktif 

 Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif 

dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat 

atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu 

organisasi. 

2) Peran Aktif 

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif 

dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat 

atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu 

organisasi. 

3) Peran Aktif 

Aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam 

tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau 

diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu 

organisasi. 

4) Peran Partisipasif 

 Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang 

berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja. 

5) Peran Pasif 

 Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh 

                                                     
12

 Jurnal administrasi publik VOLUME 04 Nomor 048. Peran Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota 
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Peran Pasif individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai 

simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat. 

c. Aspek-aspek peran  

Menurut Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori 

peran dalam empat golongan, yaitu:
13

 

1. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial 

2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut 

3. Kedudukan orang- orang dalam perilaku 

4. Kaitan antara orang dan perilaku. 

d. Orang Yang Berperan 

Berbagai  istilah  tentang  orang-orang  dalam  teori  peran. 

Orang-orang yang mengambil bagian dalm interaksi sosial dapat 

dibagi dalam dua golongan sebagai berikut : 

1. Aktor  atau  pelaku,  yaitu  orang  yang  sedang  berprilaku 

menuruti suatu peran tertentu. 

2. Target (sasaran) atau orang  lain,  yaitu orang  yang mempunyai 

hubungan dengan aktor dan perilakunya. 

Aktor  maupun  target  bisa  berupa  individu  ataupun  

kumpulan individu  (kelompok).  Hubungan  antara  kelompok  dengan 

kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan 

pendengar  (target).  Biasanya  istilah  aktor  diganti  dengan person, 

ego,  atau  self.  Sedangkan  target  diganti  dengan  istilah  alter-ego, 

ego, atau non-self.
14

 

 

Dengan  demikian  dapat  dilihat  bahwa  sebenarnya  teori  

peran digunakan  untuk  menganalisis  setiap  hubungan  atara  dua  

orang atau  banyak  orang.  Menurut  cooley  dan  Mead,  hubungan  

antara aktor dan target adalah untuk membentuk identitas aktor 

(person, ego, self) yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau 

                                                     
13

 Sarlito  Wirawan  Sarwono,  Teori-  Teori  Psikologi  Sosial,  (Jakarta:  Rajawali  Pers,  

2015), Hlm.215 
14

 Ibid., Hlm. 216 
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sikap orang-orang lain (target) yang telah digeneralisasikan oleh aktor. 

Secord dan Backman  berpendapat bahwa aktor menempati posisi 

pusat tersebut (focal position), sedangkan target menempati posisi 

padanan dari posisi pusat tersebut (counter position). Maka dapat 

dilihat bahwa, target dalam teori peran berperan sebagai pasangan 

(partner) bagi aktor. 

e. Perilaku Dalam Peran 

Biddle  dan  Thomas  membagi  lima  indikator  tentang  

perilaku dalam kaitanya dengan peran sebagai berikut : 

1. Harapan tentang peran (expectation) 

Harapan tentang peran adalah harapan- harapan orang lain 

tentang  perilaku  yang  pantas,  yang  seharusnya  ditunjukkan oleh  

seseorang  yang  mempunyai  peran  tertentu.  Harapan tentang  

perilaku  ini  bisa  berlaku  umum,  bisa  merupakan harapan dari 

segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu 

orang tertentu.
15

 

2. Norma (norm) 

Secord  dan  Backman  berpendapat  bahwa,  norma  hanya 

merupakan  salah  satu  bentuk  harapan.  Secord  dan  Backman 

membagi jenis- jenis harapan sebagai berikut :
16

 

a. Harapan  yang  bersifat  meramalkan  (anticipatory),  yaitu 

harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi. 

b. Harapan normatif (role expectation), yaitu keharusan yang 

menyertai suatu peran. Harapan normatif ini dibagi lagi ke 

dalam dua jenis: 

1) Harapan  yang  terselubung  (convert),  yaitu  harapan  itu tetap ada 

walaupun tidak diucapkan. 

2) Harapan  yang  terbuka  (overt),  yaitu  harapan  yang diucapkan.  

Harapan  jenis  ini  dinamai  tuntutan  peran (role  demand).  

                                                     
15

 Ibid., Hlm. 217 
16

 Ibid., Hlm. 217- 218 
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Tuntutan  peran  melalui  proses internalisasi  dapat  menjadi  

norma  bagi  peran  yang bersangkutan. 

f. Wujud perilaku dalam peran (performance) 

Peran  diwujudkan  dalam  perilaku  oleh  aktor.  Wujud 

perilaku dalam  peran  ini  nyata dan  bervariasi,  berbeda-  beda dari 

satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran 

dipandang normal dan tidak ada batasnya. 

Teori  peran  tidak  cenderung  mengklasifikasikan  istilah-

istilahnya  menurut  perilaku  khusus,  melainkan  berdasarkan 

klasifikasinya  pada  sifat  asal  dari  perilaku  dan  tujuannya 

(motivasinya).  Sehingga,  wujud  perilaku  peran  dapat digolongkan  

misalnya  kedalam  jenis  hasil  kerja,  hasil sekolah,  hasil  olahraga,  

pendisiplinan  anak,  pencari  nafkah, pemeliharaaan ketertiban, dan 

lain sebagainya.
17

 

Peran  dilihat  wujudnya  dari  tujuan  dasarnya  atau  hasil 

akhirnya,  terlepas  dari  cara  mencapai  tujuan  atau  hasil tersebut.  

Namun  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  cara-cara  tertentu  

dalam  suatu  peran  yang  mendapat  sanksi  dari masyarakat.  Suatu  

cara  menjadi  penting  dalam  perwujudan peran,  ketika  cara  itu  

bertentangan  dengan  aspek  lain  dari peran.  Dengan  demikian,  

seorang  aktor  bebas  untuk menentukan  cara-  caranya  sendiri  

selama  tidak  bertentangn dengan setiap aspek dari peran yang 

diharapkan darinya.
18

 

Terkait perwujudan peran, ada 2 pendapat, yaitu: 

a. Sarbin  menyatakan  bahwa perwujudan peran dapat dibagi dalam  

tujuh  golongan  menurut  intensitasnya  berdasarkan keterlibatan  

diri  (self)  aktor  dalam  peran  yang dibawakannya.  Tingkat  

intensitas  yang  terendah  adalah keadaan  di  mana  diri  aktor  

                                                     
17

 Ibid., Hlm. 218- 219 
18

 Ibid., Hlm. 219 
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sangat  tidak  terlibat.  Perilaku peran  dibawakan  secara  otomatis  

dan  mekanistis  saja. Sedangkat  tingkat  yang  tertinggi  akan  

terjadi  jika  aktor melibatkan  seluruh  pribadinya  dalam  perilaku  

peran  yang sedang dikerjakan.
19

 

b. Goffman meninjau perwujudan peran dari sudut yang lain. Dia  

memperkenalkan  istilah  permukaan  (front),  yaitu untuk  

menunjukkan  perilaku- perilaku  tertentu  yang diekspresikan  

secara  khusus  agar  orang  lain  mengetahui dengan jelas peran si 

pelaku (aktor).
20

 

Penilaian (evaluation) dan sanksi (sanction) Jika  dikaitkan  

dengan  peran,  penilaian  dan  sanksi  agak sulit  dipisahkan  

pengertiannya.  Biddle  dan  Thomas mengatakan  bahwa  antara  

penilaian  dan  sanksi  didasarkan pada  harapan  masyarakat  (orang  

lain)  tentang  norma. Penilaian  peran  dalam  teori  peran  adalah  

kesan  positif  atau negatif  yang  diberikan  oleh  masyarakat  

berdasarkan  norma yang  berlaku  terhadap  suatu  perilaku  yang  

dilakukan  oleh aktor.  Sedangkan  sanksi  yang  dimaksud  adalah  

usaha  yang dilakukan  seorang  aktor  dalam  mempertahankan  suatu  

nilai positif  atau  agar  perwujudan  peran  diubah  sedemikian  rupa 

sehingga  hal  yang  tadinya  dinilai  negatif  berubah  menjadi 

positif.
21

 

Menurut  Biddle  dan  Thomas,  penilaian  maupun  sanksi 

dapat  datang  dari  orang  lain  (eksternal)  dari  dalam  diri sendiri  

(internal).  Jika  penilaian  dan  sanksi  datang  dari  luar, berarti  

bahwa  penilaian  dan  sanksi  terhadap peran  itu ditentukan oleh 

perlaku orang  lain. Jika penilaian dan sanksi datang  dari  dalam  diri  

sendiri,  maka  pelaku  sendirilah yang memberi  nilai  dan  sanksi  

berdasarakan  pengetahuannya tentang  harapan- harapan  dan  

norma-norma  masyarakat. Biasanya  penilaian  dan  sanksi  internal  

                                                     
19

 Ibid., Hlm. 219- 220 
20

 Ibid., Hlm. 220 
21

 Ibid., Hlm. 220 
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terjadi  pada  peran-peran  yang  dianggap  penting  oleh  individu  

yang bersangkutan, sedangkan penilaian dan sanksi eksternal lebih 

sering  berlaku  pada  peran  dan  norma  yang  kurang  penting bagi 

individu tersebut.
22

 

Kemudian  Biddle  dan  Thomas  penilaian  dan  sanksi 

eksternal  disebut  juga  sebagai  penilaian  dan  sanksi  terbuka 

(overt), sedangkan yang internal disebutnya tertutup (covert). Hal  

tersebut  karena  penilaian  dan  sanksi  didasarkan  pada harapan  

tentang  norma  yang  timbul  dari  orang  lain  yang dikomunikasikan  

melalui  perilaku  yang  terbuka  (overt). Tanpa  adanya  pernyataan  

melalui  perilaku  yang  terbuka, seseorang  tidak  dapat  memperoleh  

penilaian  dan  sanksi  atas perilakunya.
23

 

Menurut  Merton  dan  Kitt  mengemukakan  bahwa,  setiap 

orang  memerlukan  kelompok  rujukan  (reference  group) tertentu 

dalam  memberikan penilaian dan sanksi.  Dan  fungsi kelompok 

rujukan tersebut ada dua macam, yaitu :
24

 

a. Fungsi normatif, dalam fungsi ini kelompok mendesakkan suatu  

standar  tertentu  bagi  perilaku  dan  keyakinan/kepercayaan  

anggotanya.  Terlepas  dari  benar-  salahnya standar  itu,  

kelompok  mempunyai  cukup  kekuatan  atas individu-  individu  

sehingga  mau-tidak-mau  individu mengikuti standar tersebut. 

Jika  norma-  norma  itu diserap (diinternalisasikan)  oleh  

individu,  maka  terbentuklah  nilai dalam  diri  individu  itu,  yang  

selanjutnya  akan  menjadi pedoman bagi tingkah laku dan 

kepercayaan. 

b. Fungsi  komparatif  (perbandingan),  dalam  fungsi  ini kelompok 

hanya dijadikan alat pembanding bagi individu, untuk  mengetahui  

apakah  perilaku  atau  kepercayaannya sudah benar atau masih 

salah (untuk mengecek kebenaran objektif).  Perbandingan  ini  

                                                     
22

 Ibid., Hlm. 220- 221 
23

 Ibid., Hlm. 221 
24

 Ibid., Hlm. 222 
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dapat  dilakukan  dengan melibatkan diri dalam kelompok maupun 

tidak. Dalam hal yang  terakhir  individu  hanya  memanfaatkan  

kelompok untuk tujuan normatif.  

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

a. Pengertian BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) 

    Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah instansi 

atau lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintahan 

desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun 

kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan 

potensi desa. Jadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah suatu 

lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha 

dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.
25

 

Defenisi yang disematkan pada BUMDES dalam UU Desa 

yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh 

desa melalui penyertaan secara lansung yang berasal dari kekayaan 

desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha 

lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

Menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang 

 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang 

menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya 

dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini 

berarti pemenuhan modal usaha BUMDES harus bersumber dari 

masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan 

BUMDES dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, 

seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak 

ketiga. 

Kemudian dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 ayat 

(6) yang menyatakan bahwa BUMDES adalah usaha desa yang 

                                                     
25

 Pusat kajiandinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Buku Panduan Pendirian dan 

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa  (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Malang, 2007). 
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dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal 

dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. 

Selain itu BUMDES selanjutnya dijelaskan dalam pasal 78 

pada peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa 

dinyatakan bahwa, dalam rangka meningkatkan pendapatan 

masyarakat dan desa, pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik 

Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa (ayat 1). 

Pembentukan badan usaha milik desa ditetapkan dalam peraturan desa 

dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2), 

bentuk badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada (ayat 1) 

harus berbadan hukum (ayat 3). 

 

b. Peran BUMDes 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dianggap sebagai lembaga 

ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis dalam 

menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan, sehingga 

BUMDes dijadikan pilar demokrasi. BUMDes diciptakan dengan 

tujuan untuk:
26

 

1. Meningkatkan Perekonomian Desa 

2. Mengoptimalkan Asset Desa 

3. Meningkatkan Usaha Masyarakat 

4. Menciptakan Peluang Usaha 

5. Menciptakan Lapangan Pekerjaan Dan Sebagainya. 

Menurut Soejono Soekanto dalam bukunya sosiologi sebagai 

suatu pengantar mendefinisikan peran sebagai aspek yang dinamis dari 

kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti 

seseorang tersebut telah menjalankan suatu peranannya.
27

 Adapun 

perbedaan peran dan dudukan tidak lain adalah sebagai kepentingan 

                                                     
26

 Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

1990). hlm. 267. 
27

 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012),Cet. 

Ke-44, 441. 
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ilmu pengetahuan, kedua-duanya tidak bisa di pisahkan, karena saling 

bergantungan antara satu dengan yang lainya. 

Berdasarkan teori David Prasetyo peran BUMDes antara lain: 

a. Peran BUMDes Sebagai Fasilitator  

Fasilitator merupakan orang yang memberikan bantuan 

dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, 

sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah 

bersama-sama. Peran peran BUMDes yang disebut sebagai 

fasilitator adalah BUMDes sendiri memfasilitasi dan mendampingi 

segala aktivitas masyarakat yang menyangkut dengan program 

pembangunan dan kemasyarakatan di desa. Peranan BUMDes 

sebagai fasilitator adalah memfokuskan pada mendampingi 

masyarakat dengan menampung aspirasi masyarakat dalam proses 

melakukan kegiatan perencanaan pembangunan. Hal ini dapat 

dilihat dengan: 

a) Masyarakat ikut dalam proses merencanakan suatu 

pembangunan di desa 

b) Masyarakat ikut serta dalam menentukan prioritas usulan 

program pembangunan. 

Umumnya, setiap pembangunan masyarakat (termasuk 

pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggaran) selalu 

ditetapkan sendiri oleh pemerintahan pusat atau setempat, yang 

dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok 

elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan 

kebutuhan masyarakat banyak. Karena Itu, partisipasi masyarakat 

desa dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya 

forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi 

lansung dalam proses pengambilan keputusan tentang program 

program pembangunan di wilayah setempat atau lokal.
28

 

                                                     
28

 Sri Handini dkk, Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengembangan UMKM di 

Wilayah Pesisir, (Gayungan, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hal. 25 
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b. Peran BUMDes Sebagai Mediator 

BUMDes sebagai mediator dalam pembangunan yang 

dimaksudkan adalah memiliki tugas untuk mensosialisasikan hasil-

hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan 

dijadikan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

kepada semua elemen masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini 

termasuk di dalamnya sosialisasi kegiatan, seperti pihak-pihak 

yang terkait yang akan diminta partisipasi dan keterlibatannya, 

pembagian peran yang diharapkan, pendekatan serta langkah-

langkah selanjutnya. 

Upaya mengkomunikasikan rencana kegiatan pembangunan 

yang telah dimusyarawahkan dapat melalui sosialisasi kerumah-

rumah warga desa dan juga melalui bentuk undangan rapat atau 

sejenisnya yang memiliki tujuan dan fungsi yang sama. Tujuan 

kegiatan ini adalah agar semua elemen masyarakat mengenal dan 

paham tentang rumusan perencanaan pembangunan desa. 

c. Peran BUMDes Masyarakat Sebagai Motivator 

Motivator dipandang sebagai ujung tombak dan pionir 

pembangunan maka tantangannya adalah bagaimana membentuk 

para motivator-motivator pemberdayaan masyarakat. Motivator 

dalam hal ini dapat berupa tokoh yang ada dimasyarakat maupun 

segenap aparat pemerintahan yang ada di desa. Banyak hal yang 

harus dipersiapkan menyangkut peran Badan Usaha Milik Desa 

sebagai motivator, baik persiapan ketahan personal, kemampuan 

memahami lingkungan dan modal sosialnya, kemampuan 

mengajak, memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan untuk 

menjadi fasilitator. Sehingga peran motivator sangat penting dan 

strategis. 

BUMDes menempatkan diri sebagai motivator yaitu 

memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

pembangunan diwilayahnya, membantu masyarakat dalam 



21 

 

 

mengartikulasikan kebutuhannya, membantu mengidentifikasi 

masalah, mengembangkan kapasitas agar dapat menangani 

masalah, meyakinkan pembuat keputusan untuk mendengar, 

mempertimbangkan, peka terhadap kebutuhan masyarakat 

melakukan pertemuan atau musyawarah, dan membantu kelompok 

masyarakat memperoleh akses pelayanan yang dibutuhkan. 

Peranan BUMDes motivator menempatkan diri sebagai garda. 

Melakukan bimbingan, pembinaan dan pengarahan sebagai rangkaian 

kegiatan atau proses memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi 

melalui setiap pelaksanaan tugas personal, baik secara struktural 

maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan 

dan pembangunan tidak terlepas dari usaha mewujudkan tujuan negara 

atau cita-cita bangsa Indonesia. 

Di dalam peranan BUMDes sangat dibutuhkan motivator yang 

bisa mendorong masyarakat di wilayahnya untuk bisa melakukan apa 

yang bisa mereka lakukan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

itu sendiri yang sesuai keinginan masyarakat. Dalam pembangunan 

peran BUMDes sebagai motivator sangat diperlukan agar 

pembangunan terus berjalan. 

Sementara itu, BUMDes memiliki peran sebagai berikut: 

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan 

ekonomi masyarakat desa, pada umumnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 

kehidupan manusia dan masyarakat. 

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai 

pondasinya. 

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian.  

Berdasarkan pengertian peran dan teori peran BUMDes dari 

para ahli sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu indikator dalam 

peran BUMDes dalam pemberdayaan yaitu sebagai Fasilitator, 
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mediator dan motivator.  

c. Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): 

1. Pengelolaan BUMDes harus diljalankan dengan menggunakan 

prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, 

akuntable,dan sustainable, dengan mekanisme member-base 

dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. 

Berkenaandengan hal itu, untuk membangun BUMDes 

diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang 

karakteristik ke- lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya 

masyarakatnya dan peluang pasar dari produk(barang dan jasa) 

yang dihasilkan. 

2. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif 

masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan 

perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes 

melalui Peraturan Daerah (Perda). 

3. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, 

akan direalisir diantaranya dengan cara memberikan pelayanan 

kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok 

miskin dipedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan 

pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan 

berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal 

penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik 

masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian 

akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat 

desa secara mandiri. 

4. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak 

ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu. 

Disebarluaskan oleh sendiri, tetapi juga masyarakat dalam 

cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian 

BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap 

mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang 

mendukung, pembayaran pajak didesa, dan kepatuhan 
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masyarakat desa terhadap kewajibannya. 

Diprediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlemen 

dapat pelayanan utama BUMDes adalah : 

a. Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya 

berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki 

mata pencaharian disektor pertanian dan melakukan kegiatan 

usaha ekonomi yang bersifat usaha informal. 

b. Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat 

rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk 

modal pengembangan usaha selanjutnya. 

c. Masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi 

kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan 

pengusaha yang memiliki modal lebih kuat. 

d. Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung 

diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan 

kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan 

harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati 

sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Atas dasar 

prediksi tersebut, maka karakter BUMDes sesuai dengan ciri-

ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem 

pengelolaanya. 

d. Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk: 

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar 

pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di 

desa. 

2. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan 

dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan 

kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADesa. 

3. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta 

masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa. 
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e. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi 

atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama 

oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan 

masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes 

yaitu: 

1. Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalamBUMDesharus 

mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan 

kelangsungan hidup usahanya. 

2. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes 

harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan 

dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. 

3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes 

harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan 

agama. 

4. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan 

masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan 

masyarakat dengan mudah dan terbuka. 

5. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung 

jawabkan secara teknis maupun administratif. 

6. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan 

dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Terkait 

dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses 

penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih 

berdaya.  

Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa 

yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan 

yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan 

terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk 

kegiatan pembangunan desa.  
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Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa 

adalah memperkuat kerjasama (cooperatif), membangun kebersamaan/ 

menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu 

menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya pengentasan 

kemiskinan, pengangguran, dan membuk akses pasar.
29

 BUMDes 

merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai 

lembaga sosial (social institution) dan komersia (commercial institution). 

BUMDes sebagai lembaga social berpihak kepada kepentingan masyarakat 

melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.Dengan 

demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. 

Ragam bentuk  ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber 

daya yang dimiliki masing- masing desa. 

Peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat desa mempunyai 

tujuan profit atau hasil akhirnya. Yang di maksud Sisa Hasil Usaha disini 

nantinya dibagi untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat yang tidak 

mampu (janda dan anak yatim).BUMDes bukan hanya sebagai bentuk 

lembaga sosial saja tapi menjadi lembaga ekonomi yang bisa memenuhi 

kebutuhan masyarakat (anggota). Salah satunya untuk mensejahterakan 

masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah yang memerlukan 

bantuan modal usaha agar bisa memiliki usaha sendiri dengan begitu 

mereka bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidupnya. 

3. Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan dikenal dalam konteks pengentasan kemiskinan. 

Konsep tersebut berkembang dari realitas masyarakat yang lemah dan 

tidak berdaya. Ketidakberdayaan ini terdiri dari kelemahan dalam 

pengetahuan, kemampuan, pengalaman, sikap, modal usaha, jaringan serta 

mitra.
30

 Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dari 

penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada beberapa elemen 

                                                     
29

 Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa( BUMDes), 

Depertemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sisem Pembangunan (PKDSP), 

(Jakartaselatan, Disebarkan Oleh, Pimpinan Ekonomi Universitas Brawijaya 2007), hal. 11-12 
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 Ajeng Dini Utami, Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa..., hal.19. 
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masyarakat serta peningkatan kemampuan masyarakat.  

Secara umum pemberdayaan dalam suatu pembangunan meliputi 

proses pemberian kekuasaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan 

posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat yang bersifat 

lokal, sehingga masyarakat dapat menjalankan peranan yang signifikan 

dalam suatu pembangunan. Pemberdayaan akan berhasil jika pemerintah 

menitikberatkan pembangunan pada proses dan bukan pada hasil. Kunci 

keberhasilan pemberdayaan terletak pada seberapa besar partisipasi atau 

keberdayaan yang dilakukan oleh rakyat. Semakin besar partisipasi rakyat 

maka akan semakin besar pula kesempatan berhasilnya kegiatan 

pemberdayaan masyarakat tersebut.
31

 

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan sesorang, khususnya 

kelompok masyarakat dengan sumberdaya yang lemah sehingga mereka 

memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya 

sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bebas dari kelaparan, 

kesakitan serta kebodohan.
32

 Selain itu memiliki kemampuan dalam 

menjangkau sumber-sumber produktif yang sangat memungkinkan mereka 

dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang serta jasa 

yang mereka perlukan.
33

 

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk 

membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut 

meliputi kemandirian berfikir, bertindak, mengendalikan apa yang mereka 

lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah 

proses belajar, maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh 

kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.
34

 Pemberdayaan masyarakat 
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terutama di daerah pedesaan tidak cukup dengan upaya meningkatkan 

produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal 

saja. Akan tetapi juga harus diikuti pula perubahan dari struktur sosial 

ekonomi masyarakat. Untuk mendukung berkembangnya potensi masyarakat 

melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi, juga harus diimbangi 

dengan memperbaiki empat akses, antara lain:  

a. Akses terhadap sumber daya, 

b. Akses terhadap teknologi, 

c. Akses terhadap pasar, 

d. Akses terhadap sumber pembiayaan. 

Keempat akses tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah untuk 

memfasilitasinya dan selain itu juga diperlukan peran aktif dari kelompok 

masyarakat desa serta pemerintah desa untuk mewujudkan usaha bersama 

yang diselenggarakan secara kekeluargaan.
35

 

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Bab 

XIV Pasal 112 ayat (3) menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten ataupun desa memberdayakan 

masyarakatnya melalui tiga hal, yaitu: 

1. Menerapkan hasil pengembangan IPTEK dan penemuan baru lainnya yang 

digunakan sebesar-besarnya untuk kemajuan ekonomi masyarakat desa. 

2. Meningkatkan kualitas pemerintah dan masyarakat desa melalui 

pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. 

3. Mengakui dan memfungsikan institusi asli/yang sudah ada di desa
36

 

Payne (1997) menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya 

bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan 

kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan 

dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala 

pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Orang-orang yang telah 

mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan 
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merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka 

sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam 

rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan 

eksternal. 

Secara lebih rinci Slamet (2003), menekankan bahwa hakikat 

pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun 

dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu disini 

mengandung makna berdaya, paham, termotivasi, memilki kesempatan, 

melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama,  tahu  

sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, 

mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu  bertindak  sesuai  

dengan inisiatif. 

Sedangkan indikator pemberdayaan  menurut  suharto  (2011),  paling 

tidak memiliki empat hal, yaitu kegiatan yang terencana dan  kolektif, 

memperbaiki kehidupan masyarakat, perioritas bagi  kelompok  lemah  atau 

kurang beruntung, serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.
37
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C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah 

yang penting.
38

 Kerangka pikir merupakan uraian ringkasan tentang teori yang 

digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan 

penelitian
39

 kerangka piker juga diartikan sebagai penjelasan sementara 

terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. 
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dalam pemberdayaan masyarakat 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain  Penelitian 

Desain penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitaf yaitu sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang adapat diamati.
40

 Metode 

yang digunakan yaitu metode deskriptif yatu data yang dikumpulkan berupa 

kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dari objek data yang dianalisis, 

penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan langkah-langkah: melakukan reinterpretasi objek tentang 

keadaan fenomena sosial yang terdapat pada permasalahan yang diteliti 

kemudian dihubungkan dengan teori yang ada. Penelitian ini akan 

mendeskripsikan peran Peran  Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

dalam memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat pada masa pandemi COVID-19. 

Menurut Syaifuddin Azwar, penelitian deskriptif yaitu melakukan 

menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih 

mudah untuk dipahami dan disimpulkan.
41

 Adapun ciri-ciri penelitian 

deskriptif adalah: (1) Penelitian deskriptif meruapakan penelitian yang 

membuat narasi data dengan semua hal yang berkaitan dengan pemunculan 

data, dan (2) Karena penelitian deskriptif semata-mata hanya menggambarkan 

maka bisa saja tida harus mengajukan hipotesis, membuat ramalan atau 

prediksi. Untuk itu penelitian ini harus rincidan ramalan atau prediksi.
42

 

 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten 

Pelalawan. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena lokasi ini mudah 

dijangkau, sehingga dapat memberikan data-data yang lebih valid tentang 

                                                     
40
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 Sudjarwo, MS,Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta : Mandar Maju, 2011), hlm.51. 



31 

 

bagaimana Peran BUMDes Dalam Memberdayakan Masyarakat Pada Masa 

Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. 

 

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian bisa didapatkan melalui informan, informan 

adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka 

informan dapat dikatakan sama dengan  responden.
43

  Dalam penelitian ini 

adalah ketua atau pimpinan BUMDes. Informan dari penelitian ini terdiri 

Direktur BUMDes, Pengurus BUMDes, dan masyarakat untuk mendapatkan 

data dan informasi. Informan kunci pada penelitian ini adalah Direktur 

BUMDes, Pengurus BUMDes dan masyarakat sebagai informan pendukung. 

a. Subjek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini Direktur 

Bumdes, Pengurus BUMDes dan Masyarakat yang menggunakan layanan 

BUMDES sebanyak 6 orang. 

b. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Peran  Program Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) dalam memberdayakan masyarakat dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa COVID-19  Data yang 

akan dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian ini dapat  

dikelompokkan kepada : 

1. Data Primer ; data yang diperoleh langsung dari responden melalui 

informasi dari hasil observasi dan wawancara terkait Peran Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberdayakan masyarakat pada 

masa COVID-19. 

2. Data Sekunder ; data yang diperoleh melalui dokumentasi atau sumber 

lainya untuk menunjang objek yang diteliti, terutama terkait dengan 

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberdayakan 

masyarakat pada masa COVID-19. 
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D. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi 

dan kondisi latar belakang penelitian. Informan dari penelitian ini terdiri dari 

informan kunci dan informan pendukung. Informan dalam penelitian ini 

berjumlah 6 (enam) orang, yang terbagi dalam beberapa kategori sebagai 

berikut : 

1. Informan Kunci berjumlah 1 (satu) orang, yaitu Direktur Badan Usaha 

Milik Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan 

2. Informan Pendukung berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 2 (dua) 

pengurus BUMDes dan 3 (masyarakat) orang masyarakat yang 

menggunakan layanan BUMDes. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data 

yaitu: 

1. Observasi; dilakukan dengan cara mengamati langsung tentang bagaimana 

upaya Peran  Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam 

memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat pada masa COVID-19 dalam penelitian ini, sesuai dengan 

objek penelitian maka, peneliti observasi sebagai kegiatan yang 

dilakukan pengamatan secara langsung oleh objek yang diselidiki. 

Observasini ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung 

terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati kegiatan kegiatan 

yang ada di Badan Usaha Milik Desa Makmur Mandiri, dan 

membandingkan data yang dimiliki BUMDes pada saat sebelum dan 

sesudah pandemi. Agar peneliti juga dapat menentukan informan yang 

diteliti dan juga untuk mengetahui jabatan, tugas, kegiatan, dan alamat 

informan sehingga mudah untuk mendapatkan informan untuk 

kepentingan peneliti. 

2. Wawancara; dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan 

responden untuk memperoleh data tentang Peran  Program Badan Usaha 



33 

 

Milik Desa (BUMDes) dalam memberdayakan masyarakat dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa COVID-19 . 

3. Dokumentasi; dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data 

dokumentasi yang terkait dengan Peran  Program Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) dalam memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat pada masa COVID-19. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data bertujuan menganalisa data yang telah terkumpul 

dalam penelitian ini, setelah data yang berasal dari lapangan disusun secara 

sistematis, maka penulis akan menganalisadata tersebut, dalam hal ini penulis 

akan menganalisa dengan menggunakan teknik deskriftif kualitatif, yaitu 

mengolah data yang masih dalam berbentuk kata-kata atau simbol sesuai 

dengan data yang di dapat selama di lapangan. Teknik analisa data penelitian 

kualitatif menurut DR. Lexy J.Moleong, dilakukan dengan tiga cara yaitu 

pemprosesan satuan, kategorisasi, dan penafsiran data. Setelah data dibaca, 

dipelajari, dan ditela’ah, maka selanjutnya melakukan reduksi data yang 

dilakukan dengan jalan m Uji keabsahan sangat ditekankan pada validitas dan 

reabilitasi dalam penelitian kualitatif.  

Data bisa dikatakan tepat dan sesuai apabila ada kesenjangan antara 

apa yang dilaporkan dengan realitas yang dijumpai di lapangan. Cara yang 

dapat digunakan untuk mengukur validitas data yaitu memperluas 

harapanharapan awal, memfokuskan dengan cara melihat sumber data lain, 

membuat kutipan ekstensi yang berasal dari catatan lapangan, melakukan 

pengecekan dengan meminta anggota penelitian untuk memeriksa hasil 

penelitian.embuat abstraksi, yaitu membuat rangkuman yang inti.
44

 

 

G. Validitas Data 

Agar validnya data yang diperoleh dalam sebuah penelitian harus 

menggunakan tringulasi. Yang di makhsud dengan tringulasi adalah teknik 
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pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu. Teknik tringulasi yang paling banyak digunakan ialah peneriksaan 

melalui sumber lainnya sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.
45

 

Tringulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton). Hal itu dapat dicapai 

dengan cara :  

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan  umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 
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BAB IV 

  GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Desa Makmur 

1. Sejarah Desa 

Desa Makmur atau yang lebih dikenal SP 6 mempunyai sejarah 

yang sangat panjang dari terbentuknya desa pada tahun 90 an oleh 

masyarakat transmigrasi dari pulau jawa sampai sekarang, hingga terjadi 

pemekaran dusun antara timur, tengah, dan barat. 

Dahulunya Desa Makmur termasuk Kabupaten Kampar dan 

kemudia pada tahun 1998 terjadi pemekaran wilayah Kabupaten yaitu 

Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar, maka sekarang Desa 

Makmur termasuk Kabuaten Pelalawan. 

Dengan mayoritas penduduknya adalah petani yang didukung oleh 

perkebunan kelapa sawit, yang mana penduduknya berasal dari pulau 

jawa yang ikut transmigrasi ke Desa ini.   

2. Letak Geografis  

Desa Makmur atau yang lebih dikenal dengan SP 6 terletak 

diwilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan 

luas 1340.5 Hektar. Secara geografi Desa Makmur berada di Sebelah 

Utara berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit ASIAN AGRI, sebelah 

Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, sebelah 

Timur berbatasan dengan Sungai Kerinci dan sebelah Barat berbatasan 

dengan Desa Mekar Jaya. Untuk menuju kepusat pemerintahan desa dapat 

ditempuh dengan menggunakan sarana transportasi baik dengan roda dua 

maupun roda empat, dengan jarak dari Desa ke Ibukota kecamatan 5 Km, 

jarak dari Desa ke Ibukota kabupaten 5 Km dan jarak dari Desa ke Ibukota 

provinsi 58 Km. Pemerintahan Desa Makmur membawahi sebanyak 4 

Dusun dengan jumlah RW 8 dan RT 21. 

3. Jumlah Penduduk Desa Makmur  

Jumlah penduduk Desa Makmur menurut survey pada pertengahan  
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tahun 2020 adalah sebanyak 6.106 orang, dengan jumlah penduduk laki 

laki 2.766 orang dan jumlah perempuan 3.340 orang. Dengan jumlah 

kepala keluarga sebanyak 1.600 KK yang didominasi suku jawa, sisanya 

adalah pendatang yang berasal dari daerah lain dengan berbagai suku 

minang, melayu, batak dan karo. 

4. Kondisi Masyarakat Desa Makmur  

Desa Makmur didominasi oleh suku Jawa dan agama yang dianut 

oleh penduduk 95% beragama Islam. Ditinjau dari jenis pekerjaan 

penduduk Desa Makmur bergerak di sektor pertanian/ perkebunan, 

perdagangan, buruh, jasa seperti tukang jahit, peternak sapi, bidan, 

pengusaha, pegawai swasta dan pegawai negri. Umumnya masyarakat 

Desa Makmur bekerja sebagai pekebun kelapa sawit. 

5. Sarana dan Prasarana Desa Makmur  

Adapun Adapun sarana sosial dan ekonomi yang ada di wilayah 

Desa Banjar Panjang adalah sebagai berikut:  

a. Sarana Pendidikan  

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia, dengan membekali pengetahuan sebagai 

modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat 

sosial dan ekonomi masyarakat. Sehubungan dengan pendidikan pada 

masyarakat Desa Makmur dapat pula diketahui jumlah tempat 

pendidikan yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

No  Tempat Pendidikan  Jumlah  

1 TK 3 

2 SD 2 

3 SMPN 2 

4 SMP IT 1 

5 SMKN  1 

6 MDA  1 

Sumber: Kantor Balai Desa Makmur 2020 
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Berdasarkan tabel diatas sarana pendidikan yang ada di Desa 

Makmur terdiri dari 3 buah Taman kanak- kanak (TK), 2 Sekolah Dasar 

(SD), 2 Sekolah Menengah Pertama Negri (SMPN), 1 Sekolah Menengah 

Pertama (SMP IT), 1 Sekolah Menengah Kejuruan Negri (SMKN) dan 1 

Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA). 

b. Sarana Kesehatan  

Sarana kesehatan merupakan salah satu hal yang tidak bisa 

dipisahkan dalam kehidupan masyarakat, karena hal itu akan 

mempermudah masyarakat untuk memeriksa dan mengobati berbagai 

penyakitnya. Kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh diantaranya 

kesadaran dan akses atau pasilitas yang tersedia. Untuk memenuhi 

peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, terdapat beberapa fasilitas 

kesehatan di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten 

Pelalawan : 

No  Sarana Kesehatan  Jumlah  

1 RSUD 1 

2 Puskesmas  1 

3 Posyandu  4 

 Sumber: Kantor Balai Desa Makmur 2020 

Berdasarkan tabel 4.2 jumlah sarana kesehatan di desa makmur 

terdiri dari 1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 1 Puskesmas, dan 4 

Posyandu.  

c. Sarana Peribadatan  

Sarana peribadatan merupakan sarana bagi umat suatu agama 

dalam menjalankan kewajibannya terhadap sang pencipta, dan hal ini 

sangat penting bagi masyarakat dalam beragama. Sarana peribadatan juga 

merupakan sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk 

beribadah menurut ajaran agama mereka masing-masing. Untuk 

mengetahui jumlah tempat peribadatan di Desa Makmur dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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No  Tempat Peribadatan  Jumlah  

1 Masjid 6 

2 Mushalla  10 

3 Gereja  1 

 Sumber: Kantor Balai Desa Makmur 2020 

 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui tempat peribadatan 

yang ada di Desa Makmur terdapat 17 sarana peribadatan, yaitu 6 buah 

masjid, 10 buah musholla dan 1 gejeja. 

d. Keamanan dan ketentraman masyarakat  

Untuk keamanan dan ketentraman masyarakat Desa Makmur 

aparat keamanan dan aparat Desa bekerjasama dengan KATIBMAS serta 

kesadaran masyarakat. Untuk menjaga keamanan, telah dibentuk1 5 

kelompok jaga ronda yang tersebar di 7 blok dengan fasilitas 7 pos ronda 

yang di koordinasi oleh 5 anggota Hansip. Sistem transportasi jalan masuk 

menuju desa adalah dengan kendaraan roda dua, roda empat, dan truck 

yang kebanyakan untuk mengangkut hasil perkebunan sawit. 

 

B. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur  

1. Sejarah BUMDes Makmur  

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya dikenal dengan sebutan 

BUMDes merupakan salah satu wujud dari Badan Usaha Ekonomi yang 

ada di Desa. Adapun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur 

Mandiri didirikan pada tahun 2016. BUMDes Badan Usaha Milik Desa 

ini bernama Badan Usaha Milik Desa Makmur Mandiri yang didirikan 

pada tahun 2016. BUMDes bergerak dibidang simpan pinjam dan unit 

usaha yang sesuai dengan potensi desa, yang merupakan milik masyarakat 

dan diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa. BUMDes Makmur 

Mandiri berkedudukan dan berkantor di Desa Makmur Kecamatan 

Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. 

Pengurus BUMDes adalah warga masyarakat terpilih melalui 

musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. 
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Pada saat ini BUMDes Makmur Mandiri yang baru melakukan 

pergantian pengurus pada bulan Desember 2018 baru mempunyai 3 unit 

usaha yang mulai berjalan pada bulan Februari 2019 yaitu simpan pinjam, 

PPOB dan pembiayaan syariah. Sampai  saat ini untuk jasa simpan pinjam 

telah dimantaafkan ± 10 orang dan pembiayaan syariah ± 50 orang.  

BUMDes Makmur Mandiri adalah milik Desa Makmur yang 

dibentuk melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan 

Kepala Desa yang tumbuh dari bawah dan berasaskan gotong royong dan 

kebersamaan. 

 

2. Struktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Mandiri 

Struktur Pengurus 

Bumdes Makmur Mandiri 

Tahun 2018 – 2021 
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3. Tugas Direktur sebagai berikut :  

1. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan 

berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi 

warga masyarakat;  

2. Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada komisaris 

dan Badan pengawas setiap 1 bulan sekali;  

3. Menyampaikan laporan secara keseluruhan mengenai perkembangan 

usaha dalam satu tahun kepada masyarakat dalam forum Musyawarah 

Desa;  

4. Mengusahakan agar tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan 

merata;  

5. Melakukan kerjasama dengan lembaga- lembaga perekonomian lainnya 

yang ada di desa;  

6. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk 

meningkatkan pendapata asli desa;  

7. Mengangkat dan memberhantikan anggota pengelola pengelola Badan 

Usaha Milik Desa dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD;  

8. Mengkoordinasi seluruh tugas pengelola Badan Usaha Milik Desa baik 

ke dalam maupun ke luar BUMDes;  

9. Mewakili Badan Usaha Milik Desa ke dalam maupun ke luar. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur mempunyai tugas: 

a. Hak atas gaji;  

b. Hak atas intensif;  

c. Hak atas ruang kantor (tentatif)  

d. Dll.  

Staff unit Bidang Keuangan mempunyai tugas pokok pembantu Kepala 

Unit Usaha dalam melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan Unit Usaha 

BUMDes Tugas Staff Unit Usaha Bagian Keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Unit Usaha BUMDes; 

2. Malaksanakan strategi pengelolaan keuangan Unit Usaha BUMDes;  

3. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran pengelolaan 
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keuangan Unit Usaha BUMDes; 

4. Membayar gaji dan intendif pengelola pengelolaan keuangan Unit 

Usaha BUMDes; 

5. Pengelolan belanja dan pengadaan barang/ jasa pengelolaan keuangan 

Unit Usaha BUMDes; 

6. Mengelola penerimaan pengelolaan keuangan Unit Usaha BUMDes; 

7. Menyusun laporan pengelolaan keuangan Unit Usaha BUMDes; 

8. Menyusun laporan pengelolaan keuangan Unit Usaha BUMDes;  

Dalam melaksanakan tugasnya, Staff Unit Usaha Bagian Keuangan 

mempunyai hak;  

a. Hak atas gaji;  

b. Hak atas insentif 

c. Hak atas ruang kantor (tentatif);  

d. Dll.  

Tugas Staff Unit Usaha Bidang Administrasi adalah sebagai berikut:  

a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi Unit Usaha BUMDes;  

b. Melaksanakan strategi pengelolaan administrasi Unit Usaha BUMDes;  

c. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat BUMDes secara umum;  

d. Pengelolaan data dan informasi unit usaha BUMDes.  

Dalam melaksanakan tuganya, petugas bagian administrasi mempunyai 

hak:  

1) Hak atas gaji;  

2) Hak atas insentif; 

3) Hak atas ruang kantor (tentatif); 

4) Dll. 
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4. Pencapaian Program Kerja 

Rancangan Akhir Program Kerja  

BUMDes Makmur Mandiri 

2016-2021 

No Program  Nama Kegiatan  Indikator 

Kinerja 

Target 

Pencapaian 

Keterangan 

   Penyediaan 

pelayanan  

Peningkatan 

kinerja 

pelayanan 

2016-2021 Selalu 

tersedia 

  Penyediaan 

kelengkapan 

administrasi, 

dokumentasi  dan 

surat menyurat   

Tersedianya 

Penyediaan 

kelengkapan 

administrasi, 

dokumentasi 

SOP, MOU, 

dan surat 

menyurat  

2016-2021 Tersedia  

1 Program 

peningkatan 

organisasi 

kelembagaa

n 

Penyediaan 

makanan dan 

minuman  

Tersedianya 

Penyediaan 

makanan dan 

minuman harian 

pengurus dan 

tamu 

2020 Tersedia  

  Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah  

 

 

 

Terlaksananya 

rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke 

luar daerah  

2017-2021 Tersedia  
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  Penyediaan 

dokumen 

perizinan  

Tersedianya 

penyediaan 

dokumen 

perizinan  

2018-2021 Tersedia  

  Penyediaan 

sistem informasi 

publik 

Tersedianya 

penyediaan 

sistem 

informasi 

publik, website, 

sosmed, papan 

data. Plang dan 

spanduk/banner  

2016-2021 Tersedia  

  Penyelenggaraan 

tanggung jawab 

sosial 

Tersedianya 

biaya kegiatan 

sosial 

2016-2021 Tersedia  

  Pengadaan 

gedung kantor  

Tersedianya 

gedung kantor  

2016-2021 Tersedia  

  Pengadaan 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor  

Tersedianya 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor  

2016-2021 Tersedia  

  Penyediaan alat 

tulis kantor 

Tersedianya 

alat tulis kantor 

2016-2021 Selalu 

tersedia  

2 Program 

peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

Penyediaan 

barang cetakan 

dan penggadaan 

Tersedianya 

barang cetakan 

dan fotocopy 

2016-2021 Selalu 

tersedia  
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  Penyediaan 

peralatan 

kebersihan 

kantor 

Tersedianya 

alat-alat 

kebersihan 

kantor  

2018-2021 Selalu 

tersedia 

  Pengadaan 

kendaraan 

Tersedianya 

kendaraan 

 Belum 

tersedia 

  Pemeliharaan 

rutin skala 

peralatan kantor 

Tersedianya 

pemeliharaan 

rutin/skala 

peralatan kantor 

2016 Selalu 

tersedia 

  Penyelenggaraan 

studi banding 

Tersedianya 

biaya studi 

banding 

2019-2021 Tersedia 

  Penyediaan 

tenaga khusu 

kebersihan 

kantor 

Tersedianya 

upah jasa 

kebersihan 

 Belum 

tersedia 

3 Program 

peningkatan 

kualitas dan 

kapasitas 

sumber daya 

manusia 

Penambahan 

pengelola unit 

usaha 

 Tersedianya 

biaya dan upah 

pengelolaan 

usaha 

2018 Tersedia 

  Penambahan 

tenaga kerja tetap 

Tersedianya 

biaya dan upah 

tenaga kerja 

tetap  

2016 Tersedia  

  Peningkatan 

tenaga ahli 

Tersedianya 

tenaga ahli 

 Belum 

tersedia  
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Penggalian 

potensi peluang 

usaha 

Tersedianya 

potensi peluang 

usaha 

2016-2021 Selalu 

tersedia 

  Rencana bisnis 

dan analisa usaha 

Tersedianya 

rencana bisnis 

dan analisa 

usaha 

2016-2021 Selalu 

tersedia 

  Pengajuan 

proposal 

permodalan 

usaha  

Terealisasinya 

pengajuan 

proposal 

permodalan 

usaha  

2016-2021 Selalu 

tersedia 

  Pembentukan 

unit usaha rumah 

pangan kita 

(RPK) 

Terlaksananya 

pembentukan 

unit usaha 

rumah pangan 

kita (RPK) 

2016 Tersedia  

3 Program 

pengembang

an usaha 

Pembentukan 

unit usaha 

kemitraan 

UMKM 

Terlaksananya 

pembentukan 

unit usaha 

kemitraan 

UMKM 

2017 Tersedia  

  Pembentukan 

unit usaha 

produktif 

pertanian 

ketahanan 

pangan  

Terlaksananya 

pembentukan 

unit usaha 

produktif 

pertanian 

ketahanan 

pangan  

2020 Tersedia  
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5. Anggaran Rumah Tangga BUMDes 

Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan BUMDes terdapat dalam 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) yang menjadi 

pedoman dalam pengelolaan tersebut. Mengenai syarat, prosedur dan 

peminjaman dana usaha simpan pinjam pada BUMDes Makmur Mandiri 

terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) menyebutkan bahwa : 

 

a. Rumah Tangga Miskin 

1. Diiutamakan Warga Desa Makmur yang dibuktikan dengan 

KTP dan Kartu Keluarga serta membawa fotocopy nya; 

2. Mendapat persetujuan atau rekomendasi pinjaman dari RT/ 

RW dimana calon peminjam berada dan diketahui oleh kepala 

desa; 

3. Umur peminjam minimal 20 tahun dan maksimal 55 Tahun; 

4. Memiliki usaha; 

5. Membuat proposal permohonan pinjaman sesuai dengan 

contoh format yang disediakan;  

6. Memiliki agunan/ jaminan minimal harta untuk peminjaman 

satu juta keatas; 

7. Bersedia menanda tangani dan melaksanakan Fakta Integritas; 

8. Bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan (Berdasarkan 

Fakta Integritas). 

 

  Pengembangan 

usaha yang telah 

berjalan 

Modal 

tambahan untuk 

pengembangan 

unit usaha 

2017-2021 Tersedia  

  Evaluasi unit-

unit usaha 

Terlaksananya 

Evaluasi unit-

unit usaha 

2016-2021  Belum 

tersedia  
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b. Non RTM 

1. Diutamakan Warga Desa Makmur yang dibuktikan dengan 

KTP dan Kartu Keluarga serta membawa fotocopy nya; 

2. Mendapat persetujuan atau rekomendasi pinjaman dari RT/ 

RW dimana calon peminjam berada dan diketahui oleh kepala 

desa; 

3. Umur peminjam minimal 20 tahun dan maksimal 55 Tahun; 

4. Membawa fotocopy Izin Usaha; 

5. Membuat proposal permohonan pinjaman sesuai dengan 

contoh format yang disediakan; 

6. Memiliki agunan/jaminan minimal harta untuk peminjaman 

satu juta keatas (sertifikat, BPKB, dan lainnya); 

7. Bersedia menanda tangani dan melaksanakan Fakta Integritas; 

8. Bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan (Berdasarkan 

Fakta Integritas) 

c. Besarnya Pinjaman 

- Bagi RTM Rp. 500.000,- atau lebih sesuai dengan usaha 

ekonominya. 

-  Bagi Non RTM Rp. 500.000,- atau lebih sesuai dengan Fisibelitas 

usahanya 

d. Jangka Waktu Pinjaman 

Kredit Rp. 500.000,-      12 bulan 

Kredit Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.500.000,-   24 bulan 

Kredit Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,-   36 bulan 

Kredit Rp. 5.500.000,- sampai keatas    50 bulan  

e. Fakta Integritas 

Setiap Peminjam/Debitur wajib memahami, menanda tangani dan 

melaksanakan nota kesepahaman sebagai berikut : 

- Bagi RTM: 

1. Memenuhi persyaratan kredit yang tersedia  

2. Tidak dipungut/dikenakan biaya administrasi 
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3. Suku bunga 1 % menetap 

4. Besaran dan jangka waktu pinjaman sesuai dengan hasil 

Tim Verifikasi 

5. Bagi Peminjam/Debitur yang meminjam Rp. 1.000.000,- 

keatas wajib menjadi peserta ASKRI (sesuai aturan ASKRI 

yang ada) untuk menyelematkan asset BUMDES/dana 

pinjaman apabila Peminjam/Debitur meninggal dunia 

6. Setiap bulannya Peminjam/Debitur melaksanakan 

kewajibannya membayar angsuran pokok dan bunga 

pinjaman yang telah ditetapkan 

Sangsi : 

1. Apabila Peminjam/Debitur terlambat untuk membayar 

Angsuran Pokok dan Bunga bulanannya setelah diberikan 

toleransi waktu 7 (tujuh) hari dari jatuh tempo angsuran 

bulanan, maka dikenakan denda 10 % dari jumlah Angsuran 

dan Bunga bulanan setiap harinya  

2. Apabila Peminjam/Debitur berturut-turut selama 3 bulan 

tidak membayar Angsuran dan Bunga maka yang 

bersangkutan dikenakan sanksi administrasi (tidak 

mendapatkan pelayanan Dinas dan Adat) termasuk bentuk 

bantuan social lainnya 

3. Peminjam/Debitur tetap mendapatkan pembinaan dari Tim 

Pembina BUMDes Makmur Mandiri Desa Makmur 

sebelum dilimpahkan permasalahannya ke sanksi hukum 

formal lainnya (Kepolisian dan lain-lainnya) 

- Bagi Non RTM 

1. Memenuhi persyaratan kredit yang tersedia  

2. Dikenakan/dipungut biaya administrasi sebesar 1 x bunga 

bulanan  

3. Suku bunga 1,5 % tetap/bulan 

4. Besaran dan jangka waktu pinjaman sesuai dengan hasil 
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Tim Verifikasi 

5. Bagi Peminjam/Debitur yang meminjam Rp. 1.000.000,- 

keatas wajib menjadi peserta ASKRI (sesuai aturan ASKRI 

yang ada) untuk menyelematkan asset BUMDES/dana 

pinjaman apabila Peminjam/Debitur meninggal dunia 

6. Setiap bulannya Peminjam/Debitur melaksanakan 

kewajibannya membayar angsuran pokok dan bunga 

pinjaman yang telah ditetapkan. 

Sangsi : 

1. Apabila Peminjam/Debitur terlambat untuk membayar 

Angsuran Pokok dan Bunga bulanannya setelah diberikan 

toleransi waktu 7 (tujuh) hari dari jatuh tempo angsuran 

bulanan, maka dikenakan denda 10 % dari jumlah Angsuran 

dan Bunga bulanan setiap harinya. 

2. Apabila Peminjam/Debitur berturut-turut selama 3 bulan 

tidak membayar Angsuran dan Bunga maka yang 

bersangkutan dikenakan sanksi administrasi (tidak 

mendapatkan pelayanan Dinas dan Adat) termasuk bentuk 

bantuan social lainnya. 

3. Peminjam/debitur tetap mendapatkan pembinaan dari Tim 

Pembina BUMDes Makmur Mandiri Desa Makmur 

sebelum dilimpahkan permasalahannya ke sanksi hukum 

formal lainnya (Kepolisian dan lain-lainnya). 

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk menjaga 

kelancaran dan keberlangsungan Program BUMDes ini dalam 

rangka Pembangunan Desa yang berkelanjutan dan apabila ada 

perubahan materi Fakta Integritas ini akan diadakan musyawarah 

atas dasar saling menguntungkan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Memberdayakan Masyarakat Pada Masa 

Pandemi Covid-19 di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten 

Pelalawan, dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Fasilitator 

Pada indikator sebagai fasilitator BUMDes Makmur Mandiri 

menyediakan fasilitas 3 unit, seperti unit simpan pinjam, unit kredit syariah, 

dan unit mikro usaha. Ketiga unit ini dijalankan sejak berdirinya BUMDes 

Mankmur Mandiri, namun terhenti sementara mulai awal tahun 2021 

hinggat sekarang dikarenakan munculnya wabah pandemi Covid-19 

sehingga anggaran dana BUMDes menjadi macet dan program BUMDes 

tidak dapat dijalankan kembali hingga saat ini. Namun munculnya pandemi 

Covid-19 menggerakkan BUMDes untuk mengadakan pelatihan dengan 

menggali potensi yang ada di Desa Makmur yaitu pelatihan pembuatan 

piring lidi. Dimana pelatihan ini diharapkan dapat membantu ekonomi 

masyarakat Desa Makmur yang terdampak Covid-19. Meskipun kendala 

yang dihadapi saat ini adalah kurangnya partisipasi masyarakat mengikuti 

pelatihan. 

2. Mediator  

Pada indikator sebagai mediator BUMDes Makmur Mandiri ini menjadi 

jembatan bagi masyarakat kepada pemerintah, salah satunya dengan 

menyampaikan aspirasi masyarakat dalam musyawarah bersama pihak Desa 

dan DPD, serta menjadi mitra kerjasama dengan memproduksi dan menjual 

piring lidi dan pupuk organik dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu 

BUMDes juga mengupayakan memenuhi keinginan masyarakat untuk 

membuat usaha Event Organizer (EO). 
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3. Motivator  

Pada indikator sebagai motivator BUMDes Makmur Mandiri mengajak 

masyarakat turut aktif dalam pelatihan, BUMDes mengajak masyarakat 

menyadari dan mengenali masalah yang dihadapi dan pentingnya 

menemukan solusi dari masalah tersebut. Salah satunya mengajak 

masyarakat turut serta mengikuti pelatihan pembuatan piring lidi untuk 

menambah ekonomi masyarakat Desa Makmur yang terdampak wabah 

Covid-19. Selain itu BUMDes juga memiliki strategi untuk mengatasi 

masalah BUMDes dan masyarakat Desa makmur di tengah pandemic 

Covid-19 ini. 

 

B. Saran  

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) Makmur Mandiri serta pemerintah di Desa Makmur terkait 

pemberdayaan masyarakat di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci 

Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut : 

1. Pemerintah hendaknya mampu mengenali masalah yang terjadi di Desa 

Makmur dan mengenali kebutuhan masyarakat Desa Makmur di tengah 

pandemic Covid-19 ini, terutama masyarakat yang terdampak. Pemerintah 

harus menggali potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat 

Desa Makmur yang terdampak Covid-19. 

2. BUMDes Makmur Mandiri hendaknya mampu mengidentifikasi kendala 

kurangnya partisipasi masyarakat. Salah satunya dengan pendekatan 

personal kepada masyarakat, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi 

Pihak BUMDes maupun pemerintah desa. Selain itu BUMDes juga 

hendaknya mampu memikirkan program-program yang cocok untuk 

dilakukan bersama-sama dengan masyarakat, tanpa menunggu hasil putusan 

Desa maupun DPD, contohnya dengan membuka usaha yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat Desa Makmur dan keuntungan diputar kembali untuk 

dijadikan modal usaha. Jadi BUMDes tidak perlu menunggu terlalu lama 

anggaran dana untuk menjalankan suatu program. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN  

Judul Variabel Indikator Sub Indikator 

Teknik 

Pengumpula

n Data 

Peran Badan 

Usaha Milik 

Desa (Bumdes) 

dalam 

memberdayaka

n masyarakat 

pada masa 

Pandemi 

Covid-19 di 

Desa Makmur  

Kecamatan 

Pangkalan 

Kerinci  

Kabupaten 

Pelalawan 

 

Peran Badan 

Usaha Milik 

Desa (Bumdes) 

Dalam 

Memberdayaka

n Masyarakat 

a. Fasilitator  a. Memfasilitasi 

segala bentuk 

aktivitas 

perencanaan 

BUMDes 

b. Merancang dan 

menyampaikan 

aspirasi 

masyarakat 

kepada pembuat 

keputusan  

c. Menyediakan 

ruang temu 

Observasi, 

Wawancara 

dan 

Dokumentasi 

b. Mediator  a. Mensosialisasika

n kegiatan 

pelaksanaan 

perencanaan 

BUMDes 

b. Menjadi mitra 

dalam koordinasi 

antara 

masyarakat 

dengan BUMDes  

Observasi, 

Wawancara 

dan 

Dokumentasi 

c. Motivator  a. Mengembangkan 

kapasitas 

masyarakat untuk 

dapat 

mengidentifikasi 

dan menangani 

masalah 

b. Memberikan 

penyuluhan, 

memotivasi dan 

Observasi, 

Wawancara 

dan 

Dokumentasi 



 

 

menggerakkan 

masyarakat ikut 

terlibat dalam 

kegiatan 

BUMDes 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 2 

PEDOMAN OBSERVASI 

Hari/tanggal  : Rabu/02 Juni 2021 

Objek Observasi : Masyarakat Desa Makmur 

Peneliti  : Rezilia Dwi Putri 

Tempat Observasi   : Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten       

Pelalawan 

Dalam pengamatan (Observasi) yang dilakukan adalah mengamati bagaimana 

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberdayakan masyarakat 

pada masa Pandemi Covid-19 di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci 

Kabupaten Pelalawan ini meliputi: 

A. Tujuan  

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai Peran Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) dalam memberdayakan masyarakat pada masa 

Pandemi Covid-19 di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci 

Kabupaten Pelalawan. 

B. Aspek yang diamati 

1. Yang berkaitan dengan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

2. Yang berkaitan dengan dalam memberdayakan masyarakat pada masa 

Pandemi Covid-19 di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci 

Kabupaten Pelalawan. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA 

Hari/tanggal  : Kamis/10 Juni 2021 

Objek Observasi : Masyarakat Desa Makmur 

Peneliti  : Rezilia Dwi Putri 

Tempat Observasi : Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten 

Pelalawan 

A. Indikator Peran BUMDes Sebagai Fasilitator 

a. Sub indikator pertama (Memfasilitasi segala bentuk aktivitas 

perencanaan BUMDes) 

1. Fasilitas apa saja yang diberikan BUMDes Makmur terhadap 

kegiatan masyarakat? 

2. Apakah bentuk perencanaan BUMDes yang diberikan kepada 

masyarakat? 

3. Apakah BUMDes Makmur sudah melakukan pelatihan dan 

pembinaan kepada masyarakat? 

4. Bagimana bentuk pelatihan dan pembinaan BUMDes? 

b. Sub indikator kedua (Merancang dan menyampaikan aspirasi masyarakat 

kepada pembuat keputusan) 

1. Bagimana BUMDes dalam menyampaikan aspirasi kepada 

masyarakat terhadap masyarakat Desa Makmur? 

2. Apakah BUMDes melakukan musyawarah dengan masyarakat? 

3. Bagaimana peran BUMDes dalam memberikan inovasi baru dalam 

memberdayakan masyarakat? 

4. Apakah bentuk kegiatan yang dilaksanakan BUMDes? 

c. Sub indikator ketiga (Menyediakan ruang temu) 

1. Apakah BUMDes menyediakan ruang temu dan mempersiapkan 

pertemuan usulan? 

2. Bagaimana bentuk pendampingan BUMDes? 

3. Bagaimana strategi pendamping pada program BUMDes? 

B. Indikator Peran BUMDes Sebagai Mediator 



 

 

a. Sub indikator pertama (Mensosialisasikan kegiatan pelaksanaan peranan 

BUMDes) 

1. Bagaimana bentuk strategi BUMDes dalam menyampaikan hasil 

rancangan kegiatan? 

2. Bagaimana strategi BUMDes dalam mensosialisasikan hasil usulan 

rencana pembangunan yang sudah diterapkan? 

3. Bagaimana hasil sosialisasi rancangan kegiatan? 

b. Sub indikator kedua (Menjadi mitra dalam koordinasi antara masyarkat 

dengan BUMDes) 

1. Apakah BUMDes menyediakan ruang temu dan mempersiapkan 

pertemuan usulan? 

2. Apakah program BUMDes dalam mendampingi masyarakat sudah 

terlaksana? 

3. Bagaimana strategi BUMDes dalam mendampingi segala kegiatan 

aktivitas masyrakat? 

4. Bagaimana cara mengkomunikasikan suatu rancangan kegiatan 

pembangunan yang telah direncanakan? 

C. Indikator Peran BUMDes Sebagai Motivator 

a. Sub indikator pertama (Mengembangkan kapasitas masyarakat untuk 

dapat mengidentifikasikan dan menangani masalah) 

1. Bagaimana strategi BUMDes dalam menangani masalah yang timbul 

dimasyarakat? 

2. Bagaimana strategi BUMDes dalam menciptakan kesadaran 

masyartakat dan berkomitmen pada suatu kegiatan? 

3. Bagaimana BUMDes dalam memahami masyarakat 

dilingkungannya? 

b. Sub indikator kedua (Memberi penyuluhan, memotivasi dan 

menggerakkan masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan BUMDes) 

1. Bagaimana BUMDes memberikan motivasi agar masyarakat mau 

ikut terlibat dalam suatu kegiatan? 



 

 

2. Bagaimana cara BUMDes mengetahui potensi yang sudah ada 

dimasyarakat? 

3. Motivasi apa saja yang diberikan BUMDes terhadap masyarakat 

dalam kegiatan pembangunan Desa? 

4. Bagaimana BUMDes dalam mengembangkan potensi dalam 

masyarakat? 

5. Apakah sudah terlaksana kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan 

adanya BUMDes Makmur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4 

HASIL OBSERVASI 

Pelaksanaan Observasi 

Hari/tanggal  : Rabu/02 Juni 2021 

Objek Observasi : Masyarakat Desa Makmur 

Peneliti  : Rezilia Dwi Putri 

Tempat Observasi : Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten 

Pelalawan 

 

Observasi merupakan langkah awal dalam sebuah penelitian. Adapun 

observasi lapangan yang sudah dilakukan oleh penulis yaitu . Pada observasi 

pertama, penulis melihat keadaan Desa Makmur secara langsung di lapangan, baik 

itu keadaan alamnya ataupun kegiatan-kegiatan masyarakatnya. Tidak hanya itu, 

penulis juga melihat kondisi Kantor BUMDes dan kegiatan BUMDes. Desa 

Makmur terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. 

Mayoritas penduduknya adalah petani yang didukung oleh perkebunan kelapa 

sawit, yang mana penduduknya banyak berasal dari pulau jawa yang ikut 

transmigrasi ke Desa Makmur. 

Observasi selanjutnya penulis menemui Ketua BUMDes di kantor BUMDes 

untuk meminta izin agar dapat melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

BUMDes yang ada di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten 

Pelalawan. Kemudian dilanjutkan meminta izin kepada pihak pemerintah Desa 

Makmur bahwa penulis melakukan penelitian di Desa tersebut. 

Dari observasi terakhir, penulis mulai melakukan wawancara bersama 

informan, mulai dari Ketua BUMDes Makmur Mandiri, Pengurus BUMDes, 

Kadus Timur di Desa Makmur, dan beberapa masyarakat Desa Makmur terkait 

data awal penelitian. 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 5 

HASIL WAWANCARA 

Hari/tanggal : Senin/15 November 2021 

Pukul   : 10.56 WIB 

Nama   : Indra Sumantri 

Jabatan : Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Mandiri 

Lokasi   : Kantor BUMDes di Desa Makmur 

 

A. Sebagai Fasilitator 

1. Fasilitas yang diberikan BUMDes Makmur terhadap kegiatan masyarakat dan 

bentuk kegiatan perencanaan BUMDes? 

Jawaban : fasilitas yang diberikan BUMDes kepada masyarakat adalah sebagai 

fasilitator salah satunya memberikan modal usaha dalam bentuk dana untuk 

para usaha ekonomi menengah kebawah, memfasilitasi Ibu-ibu PKK untuk 

melakukan pelatihan pembuatan piring lidi dari bahan baku sawit, jadi itu yang 

kami fasilitasi baik itu pelatihnya, bahannya baik itu mesin untuk lidinya itu 

sendiri. Itulah bentuk usaha BUMDes bagaimana bisa memberdayakan 

ekonomi keluarga atau masyarakat tapi juga usaha sampingan Ibu-ibu. 

2. Apakah BUMDes Makmur sudah melakukan pelatihan dan pembinaan kepada 

masyarakat? 

Jawaban : BUMDes Makmur sudah melakukan pelatihan dan pembinaan 

kepada masyarakat Desa Makmur 

3. Bagimana bentuk pelatihan dan pembinaan BUMDes? 

Jawaban : BUMDes pada masa pandemi covid-19  melakukan pelatihan dan 

pembinaan terutama kepada Ibu-ibu, karena dimasa pandemi ini ekonomi 

sudah pasti terdampak semuanya, kemudian Ibu-ibu supaya membantu 

perekonomian keluarga, disitulah BUMDes berperan. BUMDes Makmur 

melakukan pelatihan bagaimana membuat piring lidi yang mana kita tahu Desa 

Makmur ini sendiri mayoritas warga transmigrasi disana banyak sebenarnya 

potensi yg bisa kita eksplor terutama yaitu pohon sawit, pohon sawit ini ada 

yang limbah namanya lidi sawit, nah lidi sawit ini sudah lama tidak 



 

 

dipergunakan, nah kebetulan di Desa Makmur juga ada yang punya alat bisa 

meraut lidi tersebut dan itu sudah sampai ketingkat nasional, juara 1 Teknologi 

Tepat Guna (TTG), dikarenakan di Desa Makmur mempunyai mesin tersebut 

jadi BUMDes bersinergi bergabung menggunakan mesin tersebut dengan Desa 

dan mengadakan pelatihan dengan Ibu-ibu PKK supaya ketika mereka pandai 

dan bisa membuat piring lidi itu nanti piringnya itu akan kami beli, jadi mereka 

tidak perlu mencari konsumen.  

B. Sebagai Mediator 

1. Bagimana BUMDes dalam menyampaikan aspirasi kepada terhadap 

masyarakat Desa Makmur? 

Jawaban : BUMDes Makmur Mandiri melakukan musyawarah kepada 

pemerintah Desa dan DPD, baik itu mengenai laporan keuangan, laporan 

kegiatan dan laporan pelaksanaan Capital Adequacy Ratio (CSR), bagian 

humas dan sebagainya yang dilaporkan 6 bulan sekali. Pada musyawarah itulah 

BUMDes melaporkan kendala-kendala yang ada dalam BUMDes sendiri, 

kemudian apa-apa saja input dari masyarakat mengenai BUMDes juga 

disampaikan ke mereka yang mempunyai kebijakan dalam memberikan 

anggaran. 

2. Apakah BUMDes melakukan musyawarah dengan masyarakat Desa? 

Jawaban : BUMDes melakukan musyawarah kepada pemerintah Desa dan 

DPD, jadi kami sampaikan baik laporan keuangan, laporan kegiatan dan 

laporan pelaksanaan Capital Adequacy Ratio (CSR), bagian humas dan 

sebagainya itu kami laporkan 6 bulan sekali nah disitu lah nanti akan ada kami 

laporkan juga kendala-kendala yang ada dalam BUMDes sendiri, kemudian 

apa-apa saja input dari masyarakat mengenai BUMDes kami sampaikan ke 

mereka yang mempunyai kebijakan, karena kewenangan Desa dan DPD 

mereka mempunyai kewenang memberikan anggaran, contoh, misalnya kami 

laporkan bahwasanya masyarakat pengen BUMDes ini punya usaha Event 

Organizer (EO) jadi apabila masayarakat Desa Makmur ada yang pesta 

harganya lebih murah, nah itu akan kami sampaikan ke yang mempunyai 

kebijakan yaitu Pemerintahan Desa dan DPD, kenapa kami sampaikan itu 



 

 

supaya mereka juga nanti ketika membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Sekolah (APBS), mereka bisa mengalokasikan untuk BUMDes membuat unit 

usaha EO tersebut. 

3. Bagaimana peran BUMDes dalam memberikan inovasi baru dalam 

memberdayakan masyarakat? 

Jawaban : BUMDes memproduksi dan menjual hasil kerajinan tangan 

masyarakat Desa Makmur seperti piring lidi dan pupuk organik yang terbuat 

dari limbah sampah. Dimana BUMDes mengundang pelatih sesuai pelatihan 

yang diadakan pihak BUMDes, seperti BUMDes mengundang Bina Cafe, yang 

sudah terlatih dan terpercaya, jadi BUMDes hanya memfasilitasi atau bisa 

dikatakan menyediakan pihak atau orang-orang terpercaya untuk mendampingi 

masyarakat dalam kegiatan pelatihan dan pembinaan. Akan tetapi jika dari 

pihak BUMDes sendiri mampu memberikan pengetahuan maka BUMDes lah 

yang akan menjadi pelatih atau pemateri. 

C. Sebagai Motivator 

1. Bagaimana strategi BUMDes dalam menciptakan kesadaran masyarakat dan 

berkomitmen pada suatu kegiatan? 

Jawaban  : Mengadakan pertemuan, untuk waktu dan tempat sesuai 

kesepakatan masyarakat, dimana mereka nyaman untuk berkumpul. Maka pada 

saat itulah, BUMDes melakukan pendekatan dengan menjelaskan pentingnya 

partisipasi mereka dalam kegiatan karena kegiatan yang dilakukan BUMDes 

dari masyarakat untuk masyarakat 

2. Bagaimana BUMDes memberikan motivasi agar masyarakat mau ikut terlibat 

dalam suatu kegiatan? 

Jawaban  : Dengan menggambarkan hasil yang akan mereka dapatkan jika mau 

ikut terlibat dalam suatu kegiatan terutama pelatihan, karena tujuan 

diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk masyarakat Desa Makmur, terlebih 

lagi masa pandemi ekonomi masyarakat menurun, namun jika masyarakat 

memahami kebutuhan mereka maka masyarakat akan turut terlibat dalam 

kegiatan 



 

 

3. Motivasi apa saja yang diberikan BUMDes terhadap masyarakat dalam 

kegiatan pembangunan Desa? 

Jawaban  : Terutama ekonomi, karena pada masa pandemi Covid-19 ini 

ekonomi menurun sedangkan kebutuhan pokok meningkat, maka dengan 

gambaran kondisi saat ini akan membantu menyadarkan masyarakat 

pentingnya mengenali masalah yang ada, mencari solusi dan memanfaatkan 

potensi yang dapat dikembangkan, sehingga membantu ekonomi masyarakat 

yang menurun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 6 

REDUKSI DATA 

Informan  Indikator Sub Indikator  Hasil Observasi 

1. Indra 

Sumantri 

2. Indra Peni 

S.T 

3. Dede 

Febrian 

4. Zeyn Azra 

5. Lely 

6. Dewi 

Astuti 

Fasilitator 1. Memfasilitasi 

segala bentuk 

aktivitas 

perencanaan 

BUMDes 

2. Merancang dan 

menyampaikan 

aspirasi masyarakat 

kepada pembuat 

keputusan 

3. Menyediakan 

ruang temu 

a. BUMDes Makmur Mandiri 

memberikan 3 unit yang 

dapat digunakan masyarakat 

seperti unit simpan pinjam, 

unit kredit syariah, dan unit 

mikro usaha. Ketiga unit ini 

sudah berjalan sejak 

berdirinya BUMDes Makmur 

Mandiri, namun terhenti 

mulai awal tahun 2021 

hingga saat ini dikarenakan 

muncunya wabah Covid-19. 

b. BUMDes Makmur Mandiri 

juga memberikan pelatihan 

dan pembinaan pembuatan 

piring lidi untuk membantu 

perekonomian masyarakat 

Desa Makmur. 

c. Permasalahan yang dihadapi 

BUMDes yaitu anggaran 

dana mengalami kemacetan 

sehingga beberapa program 

harus berhenti sementara 

akibat munculnya wabah 

virus Covid-19. 

d. Selain anggaran dana, 

partisipasi masyarakat Desa 



 

 

Makmur dalam mengikuti 

pelatihan pembuatan piring 

lidi dapat dikatakan kurang, 

baik dalam konsisten 

mengikuti pelatihan, juga 

setiap kegiatan yang 

diadakan BUMDes 

masyarakat Desa Makmur 

jarang kumpul semua, 

kehadiran masyarakat sangat 

minim. 

e. Ruang temu yang digunakan 

BUMDes tergantung 

banyaknya peserta, seperti di 

kantor BUMDes atau aula 

serba guna Desa Makmur. 

Untuk waktunya, tidak 

menentu karena sesuai 

kesepakatan dan kenyamanan 

masyarakat juga. 

1. Indra 

Sumantri 

2. Indra Peni 

S.T 

3. Dede 

Febrian 

4. Zeyn Azra 

Mediator a. Mensosialisasikan 

kegiatan 

pelaksanaan 

perencanaan 

BUMDes  

b. Menjadi mitra 

dalam koordinasi 

antara masyarakat 

dengan BUMDes  

a. Pihak BUMDes Makmur 

Mandiri mensosialisasikan 

perencanaan kegiatan 

BUMDes kepada masyarakat 

melalui pertemuan rutin. Pihak 

BUMDes selalu 

menyampaikan rancangan 

kegiatan berdasarkan 

musyawarah juga masukan 

dari masyarakat yang dicatat 

oleh pengurus BUMDes dan 



 

 

disampaikan melalui rapat 

pertemuan bersama pihak Desa 

dan DPD dalam penyusunan 

anggaran dana BUMDes. 

b. BUMDes Makmur Mandiri 

menampung aspirasi dari 

masyarakat, kemudian 

dilaporkan 6 bulan sekali dan 

dimusyawarahkan hingga 

mendapatkan hasil putusan 

dari pembuat keputusan. 

c. BUMDes Makmur Mandiri 

juga menjadi mitra koordinasi 

masyarakat dengan BUMDes, 

seperti memproduksi dan 

menjual piring lidi hasil 

pelatihan masyarakat Desa 

Makmur, khususnya ibu-ibu 

PKK, juga menjual pupuk 

organik dari limbah sampah 

yang sudah diolah bersama 

masyarakat, kemudian 

diproduksi oleh para petani 

dengan harga yang terjangkau. 

1. Indra 

Sumantri 

2. Indra Peni 

S.T 

3. Dede 

Febrian 

4. Zeyn Azra 

Motivator a. Mengembangkan 

kapasitas 

masyarakat untuk 

dapat 

mengidentifikasika

n dan menangani 

masalah  

a. BUMDes Makmur Mandiri 

selalu memberikan arahan dan 

mengajak masyarakat agar ikut 

terlibat dalam kegiatan 

BUMDes, masyarakat dituntut 

untuk berperan aktif agar 

masyarakat mampu mengenali 



 

 

b. Memberikan 

penyuluhan, 

memotivasi dan 

menggerakkan 

masyarakat ikut 

terlibat dalam 

kegiatan BUMDes  

masalah yang dihadapi dan 

menemukan solusinya, serta 

memotivasi dan menggerakkan 

masyarakat agar sadar akan 

pentingnya mengatasi masalah 

ekonomi ditengah pandemic 

Covid-19. 

b. BUMDes Makmur Mandiri 

memiliki strategi sebagai 

bentuk upaya dalam 

memberdayakan masyarakat 

Desa Makmur. Salah satunya 

mengelola dapur-dapur pkk, 

dan mengadakan pelatihan 

kerajinan setiap tahun seperti 

menjahit, membatik, dan 

menyulam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 7 

LEMBARAN DOKUMENTASI 

Dalam dokumentasi yang dilakukan guna untuk mendapatkan data yang 

diperlukan untuk melengkapi data-data penelitian Peran Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) dalam memberdayakan masyarakat pada masa Pandemi Covid-19 di 

Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yaitu: 

1. Mengumpulkan arsip-arsip dari program dan kegiatan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) dalam memberdayakan masyarakat pada masa Pandemi 

Covid-19 di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten 

Pelalawan yang berhubungan dengan permasalahan peneliti. 

2. Mengumpulkan foto-foto hasil wawancara dengan informan di Desa Makmur 

Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LEMBARAN DOKUMENTASI PENELITIAN 

Gambar 1 

Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Mandiri di Desa Makmur 

Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan 

 

Gambar 2 

Wawancara dengan Bapak Indra Sumantri selaku Ketua BUMDes Makmur 

Mandiri 

 



 

 

Gambar 3 

Wawancara dengan Bapak Indra Peni S.T selaku Pengurus BUMDes Makmur 

Mandiri 

 

Gambar 4 

Wawancara dengan Bapak Dede Febrian selaku Kadus Timur di Desa Makmur 

 

 

Gambar 5 



 

 

Wawancara dengan Bapak Zeyn Azra selaku masyarakat Desa Makmur 

 

 

  



 

 



 

 

 


